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KEMENDAG. Impor Garam. Ketentuan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN IMPOR GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas
Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong
Industri, serta untuk mendorong peningkatan daya saing
nasional dan memberikan kepastian berusaha di bidang
impor komoditas pergaraman, perlu mengatur ketentuan
impor komoditas pergaraman;

bahwa kebijakan impor garam sebagaimana diatur dalam
Peraturan  Menteri Perdagangan Nomor 125/M-
DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  52/M-
DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peratuan  Menteri  Perdagangan  Nomor 125/ M-
DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam
sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan

pengaturan kembali ketentuan impor garam;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Ketentuan Impor Garam;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan
Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6188);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi

atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
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Menetapkan :

16.

17.

18.

19.

20.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-
DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi
atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  48/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1006);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
66/PERMEN-KP/2017 tentang Pengendalian Impor
Komoditas Pergaraman (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1936);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018
tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN IMPOR GARAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya
berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur
lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium

dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan
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iodium, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:

a. 2501.00.10 : - Garam meja

b. 2501.00.20 : - Garam batu tidak diproses
Lain-lain:

c. 2501.00.91 : -- Dengan kandungan natrium klorida
lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari
basis kering, diperkaya dengan yodium

d. 2501.00.92 : -- Lain-lain, dengan kandungan
natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari
99,9%, dihitung dari basis kering

e. 2501.00.99 : -- Lain-lain.

Komoditas Pergaraman adalah hasil dari wusaha

pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan

atau dipertukarkan.

Importir Garam adalah perusahaan yang melakukan

kegiatan importasi garam untuk kebutuhan usahanya.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan

Pendaftaran.

Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API

adalah tanda pengenal sebagai importir.

Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya

disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir

produsen.

Persetujuan Impor Garam adalah persetujuan yang

digunakan sebagai izin untuk melakukan impor

Komoditas Pergaraman.

Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi

penjelasan teknis mengenai Komoditas Pergaraman yang

akan diimpor.

Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan

pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor.

Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran

teknis barang Impor.

www.peraturan.go.id



